BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.  Pemasangan reklame di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan
Bupati No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa
pemasangan reklame yang menggangu keindahan kota Tulungagung
disebabkan oleh pengguna reklame yang tidak memiliki izin pemasangan
reklame. Perizinan yang harus dilakukan oleh pengguna reklame meliputi
jenis reklame yang akan diselenggarakan, ketentuan dalam pemasangan
reklame, kawasan yang harus diperhatikan dan standart yang harus
dipenuhui. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Bupati No.49 Tahun
2017. Yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan relame ditujukan agar
penyelenggaraan reklame di Tulungagung dapat lebih terarah, terkendali
dan lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, estetika dan
lingkungan.
Pemerintah daerah yang dimana disini disebutkan sebagai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memberikan

informasi secara informative kepada pengguna reklame agar melakukan
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perizinan  sebelum  pemasangan reklame. Namun  pengguna
penyelenggaraan reklame tidak taat aturan. Banyak pengguna yang tak
berizin memasang dan menyebarkan reklame. Tujuan menyebarkan dan
memasang reklame tersebut adalah untuk kepentingan media iklan.
Sehingga banyak jenis reklame selebaran yang tersebar di tempat
terlarang. Padahal izin pemasangan reklame sudah dipermudah oleh dinas
dengan syarat yang telah ditentukan dalam peraturan bupati. Dari tidak
taat aturan mengenai izin pemasangan reklame, pihak pengguna tidak
akan memabayar wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan pengguna
reklame melakukan tindakan tak berizin agar dapat menghemat biaya
pemasangan. Tentu hal ini dapat mengakibatkan pemerintah daerah tidak
mendapatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian akan

menghambat perkembangan kota Tulungagung.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Bupati No. 49 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Reklame

Banyak reklame di Tulungagung yang tidak sesuai dengan standart
yang telah ditentukan. Standart tersebut meliputi standart etik, standart
estetis, standart teknis, dan standart keselamatan. Pengguna reklame
hanya memasang reklame sesuai dengan keinginannya saja tanpa
memperhatikan standart yang ditentukan. Hal ini tentu telah melanggar

ketentuan yang ditentukan.
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Pengguna reklame sebagai media iklan tentu terkait dengan biro
jasa reklame. Biro jasa reklame sebagai badan yang membantu pengguna
reklame untuk memasang reklame sesuai dengan keinginan. Hal ini tentu
mempermudah masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa biro jasa
penyelenggara reklame juga harus memperhatikan perizinan dalam

pemasangan reklame.

Reklame yang dipasang ditempat bukan kawasan pemasangan
reklame dalam hal ini juga dianggap telah melanggar peraturan bupati.
Memang pada dasarnya para pengguna penyelenggaraan reklame
memasang ditempat yang menurutnya sangat strategis dalam
memasarkan. Namun pada kenyatannya hal tersebut telah menganggu
keindahan kota Tulungagung. Sehingga pihak Satpol PP bertindak secara
tegas kepada penyelenggara reklame. Tindakan tegas Satpol PP meliputi
surat teguran dengan jangka waktu selama 3 hari. Jika dalam 3 hari pihak
pemasang tidak melepas/mencopot reklame, maka pihak Satpol PP akan
membongkar paksa reklame. Hasil pembongkaran akan dilelangkan di

pelelangan jika memang mempunyai nilai jual.

Pemasangan reklame di kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqih Bi’ah
Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus
kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan

menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Allah SWT menciptakan
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dunia dengan segala isinya yang sempurna untuk manusia agar manusia
mampu menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT
kepadanya dengan cara bijaksana tanpa merusak lingkungan, dalam hal
ini yaitu keberadan reklame yang dapat merusak lingkungan di kabupaten
Tulungagung. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia bukanlah
penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam
semesta. Maka tidak sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah
diciptakan oleh Allah SWT. Tujuan diberlakukannya syari’at adalah untuk
memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan
(mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan
kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, membagi tujuan hukum Islam
(magqashid al-syari“ah) menjadi lima hal: 1) menjaga agama (hifdz al-
din), 2) memelihara jiwa (hifdz al-nafs), 3) memelihara akal (hifdz al-

,»aql), 4) memelihara harta benda (hifdz al-mal)

Saran

Bagi pemerintah

Mengenai permasalahan terkait pemasangan reklame di Tulungagung
yang mengganggu keindahan kota untuk pemerintah daerah diharapkan
lebih tegas kepada yang melanggar Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017.

Agar para pelanggar merasakan efek jera sehingga masyarakat akan bisa
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mentaati aturan. Efek jera dalam hal ini bisa diberikan hokum pidana

kepada yang melanggar aturan.

Bagi masyarakat

Sebagai pengguna pemasangan reklame sebaiknya masyarakat lebih
memperhatikan peraturan yang sudah dibuat. Yakni Peraturan Bupati
No.49 Tahun 2017. Sehingga masyarakat tertib akan berdampak pada
pemerintahan yang bersih dan lingkungan yang nyaman menjadikan

Tulungagung sebagai kota yang indah dan tertib aturan.

Bagi penyelenggara jasa reklame

Sebagai badan atau bentuk yang memberikan pelayanan jasa reklame
terhadap masyarakat pengguna jasa reklame diharapkan juga dapat
memberikan peraturan terhadap pengguna baru/pemohon pemasangan
reklame. Sehingga pengguna jasa dan penyelenggara jasa dapat sama-

sama mentaati aturan yang berlaku.

Bagi peneliti

Sebaiknya peneliti juga dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat
yang buta akan hukum (dalam hal ini belum mngetahui hukum). Sehingga
masyarakat memiliki pandangan bahwa ternyata belajar itu juga penting

untuk kepentingan bersama.



